
WALIKOTA BLITAR 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 
NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa inovasi dalam pembangunan daerah memiliki 
peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan 
umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

b. bahwa untuk mengoptimalkan inovasi dalam 
pembangunan Daerah, perlu membentuk Badan Riset 
dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) 
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang 
Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan 
Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang perencanaan 
pembangunan daerah atau perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang penelitian dan pengembangan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

p 
.... 



-2- 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 
Besar di Jawa (Lembaran Negara dan Kota-Kota Kecil 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti U ndang-U ndang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 ten tang 
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi 20 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 412); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur 
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); 

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Ten tang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR 

dan 
WALIKOTA BLITAR 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 
DAERAH. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar 
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7), 
diu bah se bagai beriku t: 
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1. Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah, sehingga Pasal 2 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat 
Daerah dengan susunan sebagai berikut: 
a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat 

Daerah Tipe C; 
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD 

Tipe C; 
c. lnspektorat Daerah merupakan lnspektorat 

Tipe C; 
d. Dinas Daerah, terdiri dari: 

1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang serta bidang pertanahan; 

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Tipe C menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman; 

5. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang sosial; 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang penanaman modal; 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak serta urusan 
pemerintahan bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 

8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang lingkungan hidup; 

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

10. Dinas Perhubungan Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perhubungan; 
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11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang komunikasi dan 
informatika, serta urusan pemerintahan 
bidang statistik dan bidang persandian; 

12. Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah 
dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang koperasi, 
usaha kecil dan menengah serta urusan 
pemerintahan bidang tenaga kerja; 

13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C 
menyelenggarakan urusan bidang 
kepemudaan dan olahraga; 

14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 

15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 

16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe 
A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pangan, bidang pertanian, dan 
bidang kelautan dan perikanan; 

17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe C 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perindustrian dan bidang 
perdagangan; dan 

18. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang ketenteraman dan ketertiban umum 
serta perlindungan masyarakat, 

e. Badan Daerah terdiri dari: 
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset 

dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan 
fungsi penunjang urusan bidang 
perencanaan serta fungsi penunjang 
penelitian, pengembangan pengkajian, 
penerapan, serta invensi dan inovasi; 

2. Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset 
Daerah Tipe A melaksanakan fungsi 
penungjang keuangan; 

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan 
fungsi penunjang urusan kepegawaian serta 
pendidikan dan pelatihan; 

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 
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5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
melaksanakan fungsi penanggulangan 
bencana. 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 13 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 
a. Nomenklatur Perangkat Daerah yang ada saat ini 

tetap dipergunakan sampai dengan dilantiknya 
pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; 

b. Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki 
jabatan dan menjalankan tugas fungsinya sampai 
dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; dan 

c. Pengelolaan anggaran perangkat daerah yang ada 
tetap dilaksanakan sampai dengan 
disesuaikannya penganggaran dalam APBD. 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Daerah 1n1 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 22 Agustus 2024 

WALIKOTA BLIT AR, 

ttd. 

SANTO SO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 22 Agustus 2024 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, 

ttd. 

PRIYO SUHARTONO 
LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 3 
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 164-3/2024 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA B GIAN HUKUM, 

r 

WIJAYA S.H. M.H. 
1210 200604 1 008 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 
NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

I. UMUM 
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan 

Inovasi Nasional Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Riset dan 
Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN, serta pada ayat (2) 
disampaikan bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 
di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian 
pengembangan daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, 
Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah 
disebutkan bahwa penggabungan Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan perlu 
dilakukan pengubahan nomenklatur menjadi BAPPERIDA (Badan 
Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi Daerah). Fungsi Riset dan 
Inovasi mi menggantikan fungsi penelitian pengembangan yang 
sebelumnya ada pada BAPPEDA berupa Bidang. 

Pentingnya kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin 
disadari seiring dengan kebutuhan Pemerintah dan pemda untuk 
menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari 
solusi permasalahan pemerintahan di daerah. Organisasi riset sepatutnya 
segera mengubah model bisnisnya dan melengkapinya dengan pendekatan 
interdisipliner dan trans-disiplin agar relevansinya dalam sistem inovasi 
global semakin meningkat. Hal ini dapat dimaknai bahwa BRIDA tidak 
hanya bertransformasi menjadi pengelola fungsi penunjang bidang 
penelitian dan pengembangan seperti sebelumnya, tetapi kehadirannya 
dituntuk mampu mengubah tata Kelola penelitian dan pengembangan 
secara fundamental dan meningkatkan keterhubungannya dengan sistem 
inovasi dan daya saing global. BRIDA dituntut bersinergi dan berkolaborasi 
agar mampu mengorkestrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Rangkaian aktivitas ini 
dimaknai sebagai "riset dan inovasi". Di sinilah kebaruan manajemen 
penelitian dan pengembangan daerah. 

Berdasarkan surat hasil pertimbangan dan persetujuan 
pembentukan BRIDA di Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar dapat 
membentuk BRIDA yang terintegrasi dengan BAPPEDA dengan melakukan 
penguatan terhadap: 1) koordinasi program prioritas pengembangan 
ekosistem riset dan inovasi antara BRIDA Kota Blitar dan BRIDA 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2) koordinasi SDM Iptek, anggaran 
berkelanjutan dan Kerjasama multipihak yang terintegrasi untuk 
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mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, dan 3) tata kelola 
pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada 
pengembangan sektor produk unggulan daerah untuk meningkatkan 
kapasitas daya saing Pemerintah Kota Blitar. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Cukup jelas. 
Pasal II 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2 


